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Dari berbagai uraian yang dijelaskan dalam bah-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Dengan adanya perjanjian franchise maka mempunyai akibat hukum bagi para 
pihak yang terikat didalamnya, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang 
dimiliki oleh masing-masing pihak baik pemberi franchise (franchisor) maupun 
penerima waralaba (franchisee). 
b. 	 Penyelesaian hukum sengketa perjanjian franchise dapat dilakukan melalui dua 
(2) cara yaitu: 
1. Melal ui pengadilan. 
2. Melalui lembaga arbitrase. terdiri dari dua (2) lembaga yaitu: 

- Lembaga Arbitrase Ad Hoc; 









Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai 
berikut: 
a. 	 Hendaknya para pihak yang terikat dalam perjanjian franchise melaksanakan dan 
mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan itikad baik sesuai 
dengan hak dan kewajibannya masing-masing .. 
b. 	 Sebaiknya dalam: membuat suatu perjanjian franchise para pihak harus 
mencantumkan dua (2) macam klausula didalamnya, yaitu: 

- Klausula arbitrase sebelum sengketa; 

- Klausula arbitrase setelah sengketa. 
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